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ABSTRAK

Tanah merupakan salah satu modal pokok bagi bangsa Indonesia dan
suatu unsur yang utama dalam pembangunan menuju terbentuknya
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Negara
hukum salah satu prinsipnya yaitu adanya jaminan kepastian hukum,
ketertiban hukum.dan perlindungan hukum, yangberisi nilai-nilai kebenaran
dan keadilan;sdengan memberikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak
warga negara. «Dengan diberlakukannya perpres 65 Tahun 2006 yang
merupakan perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum, Namun berdasarkan|pertimbangan, perpres tersebut tidak sesuai
dengan kehidupan.masyarakat,wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sampai
dengan Tahun 2018 yang sudah terdaftar hak pakainya sekitar 640 (Enam
Ratus Empat Puluh) dari Tiga (3) dinas yang di teliti, yang baru bersetipikat
baru 108 ( Seratus Delapan ) persil Asetnya, kalau untuk semua/keseluruhan
instansi di-Indragiri Hilir yang bersetipikat baru 440 (Empat Ratus Empat
Puluh)persil.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah; Bagaimana pendaftaran
tanah instansi pemerintah di kabupaten Indragiri Hilir? Dan Faktor-faktor
Kendala ‘pendaftaran hak atas tanah instansi pemerintah masih rendah di
Kabupaten-Indragiri Hilir?

Jenis penelitian -yang. digunakan.-dalam " penelitian ini adalah
penelitian normatif. Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian
ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu berupa paparan dan
bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum.

Dari hasil penelitian’: ini -~ Langkah-langkah Dan Perosedur
Pendaftaran Tanah Di Indragiri Hilir Perkembangan pesat yang terjadi
dalam pembangunan tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan
hubungannya akan kepastian pendaftaran tanah,Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961 (selanjutnya akan disebut sebagai PP 10/1961) yang
telah berlaku “sejak tahun 1961 dipandang. .memiliki substansi yang
sudah tidak dapat lagi memenuhi tuntutan® zaman untuk memberikan
kepastian atas pendaftaran tanah"tersebut. karenanya pada tanggal 8 Juli
1997 pemerintah menetapkan dan mengundangkan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya akan disebut
sebagai PP 24/1997) untuk menggantikan PP 10/1961 tersebut. Faktor-
faktor kendala pendaftaran hak atas tanah instansi pemerintah masih rendah
di Kabupaten Indragiri Hilir,Peningkatan pelayanan ini berkaitan dengan
pengalaman masa lalu yaitu sering terjadi sengketa tanah baik karena letak
dan batas-batas bidang tanah tidak benar maupun sengketa dalam
penguasaan kepemilikan tanah.Kesalahan informasi awal yang diberikan
juga kadang kala terjadi dari pihak kantor pertanahan, Kurangnya koordinasi
yang baik antara aparat Kelurahan dengan Panitia Ajudikasi, Adanya
sanggahan/keberatan dari pihak lain pada saat proses pendaftaran tanah
(ajudikasi) berlangsung.
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ABSTRACT

Land is one of the main assets for the Indonesian people and a major
element in the development towards the formation of a just and prosperous
society based on Pancasila and the 1945 Constitution, the rule of law is one
of the principles namely the guarantee of legal certainty, law order and legal
protection, which.eontains values truth and justice;.by providing guarantees
and protection of the rights.of citizens. With the enactment of Perpres 65 of
2006 which 1s'an_amendment to Perpres Number 36 of 2005 concerning
Land Procurement for the Implementation of Development in the Public
Interest, However, based on the consideration of the Perpres it is not in
accordance with community- life, the area of Indragiri Hilir Regency up to
2018 which has registered use rights around 6404 Sixteen Hundred Forty) of
the Three (3) agencies that have been examined, who have only certified
new 108 (One Hundred Eight) parcels of Assets, if for all-/all agencies in
Indragiri - Hilir who have a new certificate, 440 (Four Hundred Forty)
parcels.

The main problems in this study are; What is the land registration of
government agencies in Indragiri Hilir district? And Factors of Constraints
registration of land rights of government agencies is still low in Indragiri
Hilir Regency?

This type of research used in this study is normative research. The
method used in the preparation of this.research is descriptive research,
which is in the form of exposure and aims to obtain a complete picture of
the legal situation.

From the results of this study Steps and Procedures for Land
Registration In Indragifi- /Hilirp, [The s rapid . development occurring in
development cannot be separated from the relationship with the certainty of
land registration, Government Regulation Number 10 of 1961 (hereinafter
referred to as PP 10/1961) which has been in effect since 1961 it is deemed
to have substance which can no longer meet the demands of the times to
provide certainty over the registration of the land. therefore on July 8, 1997
the government established and promulgated Government Regulation
Number 24 of 1997 concerning Land Registration (hereinafter referred to as
PP 24/1997) to replace PP 10/1961. The constraints factors for registration
of land rights of government agencies are still low in Indragiri Hilir District.
Improvement of services is related to past experience, namely frequent land
disputes either due to incorrect location and boundaries of land parcels or
disputes in control of land ownership. Information error the initial given
also sometimes occurs from the land office, Lack of good coordination
between the Kelurahan officials and the Adjudication Committee, There are
objections / objections from other parties when the land registration process
(adjudication) takes place.

11
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak luputsdari hakekatnya, tanah pakan salah satu modal

agara. Sebagai dasar

UUD, maka apsz C idang 1945 ini, selain

UU, yang akan merupakan das usunsn Undang-Undang lainya.
Negara indonesia merupakan negara agraris, sebagian besar

masyarakatnya bergantung pada hasil pertanian, dalam artian penting tanah

sebagai kepentingan bagi manusia,tanah sebagai pemeran penting dalam

kehidupan manusia. Yang berfungsi sebagai sumber daya kebutuhan dan

sebagai sumber peroduksi, sepertihalnya mpgedung perkantoran, mendirika

18
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rumah, perkebunan, pertanian, pembangunan jalan, prasarana rekeasi,
perindustrian, jembatan, pendidikan, instansi pemerintah, dan lain

sebagainyha. Sehingga tanah di kuasai oleh negara untuk di gunakan oleh

sebaik-baiknya bagi kesejahtraan masyarakat.

masya

Y]
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Y
P
)
—
<
Y]
>
(=]
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3
)
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=
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=
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>

memb
tanah paknya masih
teteap ngan dengan

meningkatnya

AN ARADY

.
é“‘

)
Py
5
)
3
o
®
5
>
S
Q
x
)
=2

d. Meningkatnya ma adap daerah sekitanya.

! hak atas tanah, jakarta. Ghalia.,1987,hal 7
2 masalah dan prospek, NO 1 thn VII januari 1989, hal 7
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Salah satu pemegang peran penting dalam kehidupan adalah tanah
yang sangat strategis adalah, apsek hukum, ekonomi, politik.* ke tiga aspek
tersebut merupakan isu sentral berkaitan satu sama lain sebagai satu
kesatuan yang terintrigrasi dalam pengambilan proses kebijakan hukum

pertanahan yang«di_lakukan oleh pemerintahwjuga untuk menjamain

kesatuan yang terintrigrasi da

bilan proses kebijakan hukum

® Konsolidrasi tanah perspektif otonomi bandung 2004, hal 6
“UUD Negara RI 1945
®>UU NO 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agaria
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UU NO 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agaria
perisiden RI yang mana telah menetapkan undang-undang tentang peraturan
dasar pokok-pokok agaria.

Sebagai hak-hak atas tanah air, juga ruang angkasa serta pendaftaran

tanah terdapat da etentuan-ketentuan umumeyang ada di dalam pasal 16

a. Hak guna ruang ang

b. Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan

c¢. Hak guna air

21
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Terhadap kemajuanya, dasar hukum pengadaan tanah di atur dalam;

a. Peraturan presiden NO 71 tanuan 2012 tentang penyelngaraan
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,
sebagai peraturan pelaksanaan —undang-undang NO 2 tahun 2012
tentang peng

daan tanah untuk kepentingam.umum, yang di sahkan

sebut kepres NO

pelaksanaan

75 (selanjutnya

g Ketentuan —

tahun 2006 yang merupka atas perpres NO 36 tanun 2005
tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentigan
umum, namun berdasrkan pertimbangan perpres tersebut tidak sesuai

dengan masyarakat.

22



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Maka di perlukan menurut pertimbangan atau regulasi yang
menagtur menegnai tanah yang pengadanya di lakukan dengan
mendahulukan kebersamaan demokrasi serta adil. °

Hukum nasional mengakui dan menghormati hak manusia atas

wilayah dan benda‘yang berkaitan tanah serta memberikan wewenang yang

memperhatikan kesimbangan

antara kepentingan pembangunan juga kepentingan manusia.

5. Kepentingan tanah untuk umum di laksanakan dengan pemberian

ganti rugi yang layak dan adil.’

® Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum, penjelasan umum
" Ibid hal 17
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Berdasarkan pada tanun 2012 pemerintah menerbitkan perturan NO
2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk untuk
kepentingan umum yang akan menjamin hak masing pihak pemerintah
maupun masyarakat. Peraturan-peraturan baru seperti ini memperbolehkan

nengambil serta tanah sebagai fasilitas pembangunan

gunan, untuk

a membangun

dalam pelaksanaanya di atu

peraturan pemerintah NO 24 tahun

1997 tentang pendaftaran tanah, yang sejak tanggal 8 oktober 1997.

® Rosdiono “Undang-Undang Pertanahan yang Baru”
° Bodi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentuksn Undang-undang Pokok
Agraria.hal 288

24
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Dengan seblum berlakunya uupa hanya tanah yang tunduk pada
hukum barat, seperti hak eigendom, hak sedangkan bagi tanah-tanah yang
tunduk pada hukum adat, seperti tanah yasan, tanah gogolan tidak dilakukan
pendaftaran tanah, kalaupun dilakukan pendaftaran tanah tujuannya untuk
menentukan siap

ang wajib membayar pajak..atas tanah dan kepada

keadaan negara

lintas, serta

Dalam undang-undang aya-biaya yang bersngkutan dengan
pendaftran tersebut ayat 1 uupa tersebt, lalu di tegaskan lebih lanjut oleh
pasal 19 ayatl, Republik Indonesia NO 24 tahun 1997 tentang pendaftara

tanah yaitu,

25
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1. Untuk terselenggaranya  tertib administrasi pertanahan”.Kedua
peraturan perundang-undangan di atas merupakan
bentukpelaksanaan pendaftaran hak atas tanah dalam rangka Recht

Kadasteryang bertujuan memberikan kepastian hukum dan

pihak  yang

mudah dapat

1997 tentang pendaftaran ta ekarang perogram pensertipikatkan
tanah menurut mentri dalam negri 189 tanun 1981 tentang peroyek
pemerintah dalam upaya dalam mempercepat pendaftaran hak atas tanah di
sertipikat yang di buat denga biaya yang di keluakan tidak sebandingan
dengan hak atas yang di daftarkan gagal, di karnakan terget sertipikat

dengan hak atas tanah, padahal di keluarkan keputusan mentri dalam negri

26



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

tersebut adalah upya untuk melakukan peningkatan tanah secara masal

dengan biaya yang besar dari biaya penghasilan dan belanja negara.*
Sampai saat ini pendaftaran hak tanah belum sepenuhnya

Terwujud, sebab dalam fakta sampai denga tahun 2008 hak atas tanah yang

sudah terdaftar disseluruh wilayah RI baru seki 2.985.559 (Dua Puluh

pai dengan
440 (Empat
s) sekitar 37%
ua Hak) yang

ndragiri Hilir

SN\
¢

~ii
s

%
)
@
)
S
o
=
o
@
2z

hukum), belum terwujud sebagaisuatu das sein (menurut kenyataannya).

10 Mohammad, Yamin Lubis dan Abdur Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah
(Bandung :Mandar Maju, 2008), him. 192.

Y pid., him. 6.

'2profil Kabupaten Indragiri Hilir, Sosial Budaya, http://www.indragiri. go.id, Google,
10 Januari 2019.
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Bertitik tolak dari uraian latar belakang penelitian tersebut di atas,
sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih Judul
Tesis : ”Analisis Yuridis Pendaftaran Tanah Instansi Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Peraturan Pemerintah NO 24

Tahun 1997 Te endaftaran Tanah”

Pemerintah masih renda oupaten Indragiri Hilir;

Pada dasarnya manfaat atau kegunaan dari penelitian yang dilakukan
ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

28
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b.Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bagi
perkembangan hukum agraria, sert dapat memberikan masukan-masukan
tentang pendaftaran hak atas tanah;

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur yang

dari istilah

kum Indonesia

'*%“ a timbul juga istilah

negara hukum atau Q- a ‘ octono mengatakan bahwa “negara

©
hukum yang demokratis se ‘ stilah ini adalah salah, sebab kalau

kita hilangkan democratische rechtsstaat, yang penting dan primair adalah

rechtsstaat.”®®

3 philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang
Prinsipprinsipnya,: Bina llmu, 1987, him.30.

0. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, Jakarta: BadanPenerbit Kristen, 1970, him.27.

15 padmo Wahyono, Guru Pinandita, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia, 1984, him. 67.
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Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum
sama dengan rechtsstaat atau government of law, sebagaimana kutipan
pendapat berikut ini: “polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit
memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik

Indonesia ialah negara hukum (rechtsstaat, gewvernment of law) tempat

at Hadjon,"’

law tersebut

aan keduanya sekarang tidak
dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

' Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia, Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1982, him. 72.
Y7 Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum ...op. cit., hlm. 72.
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Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara
rechtsstaat atau etat de droit dan the rule of law, namun tidak dapat
dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah
Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum

(rechtsstaat)”, tidak.  terlepas dari pengaruhskedua paham tersebut.

negara atau

tirani, atau

“The Rule of Law”. Men

Stahl, konsep Negara Hukum yang
disebutnya dengan istilah rechtsstaat itu mencakup empat elemen penting,
yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.

2. Pembagian kekuasaan.

3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
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4. Peradilan tata usaha Negara.
Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam
setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah The Rule of Law,

yaitu:

2. Pemerintah meng -hak individu.

3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau
Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum

modern.®,

18 Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta: Ichtiar, 1962, him. 9.
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Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat
formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis.
Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir

mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang

faeY
I di , dan
‘.

ahwa dalam

an dapat pula

5 ARNAND

- S g
-

m dipahami
undangan semata,

a bersifat sempit

pengertian kita tentang ,,the rule of law™ tercakup pengertian keadilan yang
lebih esensiel daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-
undangan dalam arti sempit.

Kalaupun istilah yang digunakan tetap ,the rule of law™,
pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam

istilah ,,the rule of law™ yang digunakan untuk menyebut konsepsi
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tentang Negara hukum di zaman sekarang. Berdasarkan uraian-uraian di
atas, terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (Rechtsstaat) yang
berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan
pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern

sehingga dapat disebut sebagai Negara Huku e Rule of Law, ataupun

anya persamaan

an, yang diakui

organorgan Negara deng menerapkan prinsip pembagian
kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
5. Organ-Organ Eksekutif Independen; Dalam rangka membatasi kekuasaan

itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan

9 Jimly Asshiddigie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. dalam Simbur
Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004.
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pemerintahan yang bersifat ,independent”, seperti bank sentral,
organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada
pula lembagalembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi
Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain

sebagainya.

Independensi
uk menjamin

h pemerintah

kepentingan uang (ekona
7. Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara juga
menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi
penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap
perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka

kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan
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pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha
negara (administrative court) oleh pejabat administrasi negara.
8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court); Di samping adanya
pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan
n_bagi tiap-tiap warga nega

tegaknya keadi egara Hukum modern

amah konstitusi

nstitusional

agi tuntutan

A ETE TS D

<‘a
.“-l
@
-

dap hak asasi

alam  rangka

hak-hak asasi

AvANag,

g demokratis.

Dianut dan

di tengah masyarakat.
11.Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare
Rechtsstaat); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang
diidealkan bersama.
12.Transparansi dan Kontrol Sosial; Adanya transparansi dan kontrol sosial

yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum,
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sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme
kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh
peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam

rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

undang kepada pemerinta embuat peraturan pelaksanaan, dan

freies Ermessen. Dengan demikian peran pembentuk undang-undang
berkembang, dari pembentuk normanorma menjadi pembentuk undang-

undang yang memberikan wewenang kepada pemerintah.

20 sydikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan ... op. cit., him. 4.
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2.Teori Kewenangan Pertanahan Dalam UUPA
a. Kewenangan Pemerintah Pusat

Pengelolaan pertanahan di Indonesia didasarkan pada arah dan ke-
bijakan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 di mana sampai

dengan Amandemen yang ke IV secara redaksional tidak mengalami pe-

Pasal 1, bu-

2004 tentang

b. Kewenangan Pemerintah Daerah Di Bidang Pertanahan

Pasal 18 ayat 5 UUD 1945 merumuskan :

21 Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 2 Mei 2009
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Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali
urus-an pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan
Pemerintah Pusat.

Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA)

menyebutkan: %

menerus, berkesinambunga eratur, meliputi  pengumpulan,

pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan

data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar,

%2 Maria SW Sumardjono, 2007, Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan, Jakarta :
Kompas, him. 6
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mengenai  bidang-bidang tanah termasuk pemberian surat tanda
bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak
milik atas dan satuan-satuan rumah susun, satuan rumah susun serta hak
hak tertentu yang membebaninya.”

Tugas untuk_ melakukan pendaftaran< tanah, pada prinsipnya
dibebankan kepada Pemerintah dan para pemilik hak atas tanah yang
mempunyal kewajiban untuk mendaftarkan hak atas tanahnya, karena
keberhasilan pelaksanaan pendaftaran tanah sangat tergantung pada peranan
masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Dalam sistem hukum tanah nasional,
UUPA sebagai peraturan dasar yang di implementasikan melalui peraturan
pelaksanaannya,diantaranya Peraturan Pemerintah R.I.Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah mempunyai kedudukan yang sangat
strategis dan menentukan, bukan saja hanya sekedar sebagai pelaksana
ketentuan Pasal 19 UUPA, tetapi lebih dari itu ia menjadi tulang punggung
yang mendukung berjalannya administrasi - ~ pertanahan.  dan  hukum
pertanahan di Negara Indonesia.

Tanah merupakan obyek yang berbeda dengan bidang-bidang lain,
karena di bidang  pertanahan kepastian hukum belum cukup terjamin
dengan hanya tersedianya hukum yang tertulis saja.

Selain kepastian mengenai hukumnya, dalam kasus-kasus konkrit
diperlukan juga adanya kepastian mengenai data fisik tanahnya, yaitu
mengenai letaknya, batas-batasnya, luasnya, bangunan, tanaman yang ada
diatasnya dan data yuridis haknya, yaitu mengenai haknya apa, siapa

pemegang haknya, ada atau tidak adanya hak pihak lain, semuanya itu untuk

40



keamanan perbuatan hukum yang dilakukan dan ketepatan penyelesaiannya
jika terjadi sengketa.

Kepastian mengenai hal-hal tersebut, dalam masyarakat dapat
diperoleh melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang disebut “legal

cadaster” atau "rechts kadaster”, yang bertujuaniuntuk menjamin kepastian

iy disay yejepe il udwnyo(]
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1. Secara Sistematik aftaran hak atas tanah yang dilakukan
atas semua bidang tanah (massal) yang meliputi wilayah satu
desa/kelurahan atau sebagiannya yang pelaksanaannya atas
prakarsa Pemerintah;

2. Secara Sporadik, yaitu pendaftaran mengenai bidang tanah tertentu

atas permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan
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secara individual atau massal, dengan cara mengajukan
permohonan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir
seksi Pendaftaran dan Pengukuran.

Menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah R.l. Nomor 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah, pelaksanaan _pendaftaran tanah meliputi

tentang Pendaftaran Tanah, dapat menjadi salah satu sumber data bagi
pemeliharaan data pendaftaran hak atas tanah dan oleh karena itu wajib

dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat.

2% Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaanya Jilid I, Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta,
Edisi Revisi 1999, him. 74.

24 Muhammad Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Op. Cit., him. 141.
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kemudian diterbitkan sertipikat hak atas tanah yang berisi data
fisik dan data yuridis. Dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah, maka
subyek hak dan obyek haknya menjadi nyata.

Menurut Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.l. Nomor 24

Tahun 1997 tentang-Pendaftaran Tanah :

Pelaksanaan dari kegiatan pendaftaran hak atas tanah tersebut
menurut Pasal 19 ayat (1) UUPA diinstruksikan kepada Pemerintah, artinya
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dari kegiatan

pendaftaran hak atas tanah tersebut semuanya dilakukan oleh Pemerintah.

% Maria S.W Su mardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi
(Jakrta: Buku Kompas, 2007), him. 206.
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Ruang lingkup dari kegiatan pendaftaran hak atas tanah sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA, meliputi :
1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan hak atas tanah;

2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

a menyangkut
as publisitas,
Jonesia adalah
f. Negara hanya

tanah kepada

menurut sistem ini sahnya perbuatan hukum yang dilakukan yang
menentukan berpindahnya hak atas tanah kepada pembeli, bukan

pendaftarannya.

26 A P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP. 24 Tahun 1997)
Dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP. 37 Tahun 1998
(Bandung : Mandar Maju, 1999), him. 6.
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Pihak yang memperoleh tanah dari orang yang sudah terdaftarpun
tidak dijamin, walaupun memperoleh tanah itu dengan itikad baik.

Dalam sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif ini
berlaku asas yang dikenal sebagai asas nemo plus juris, yaitu walaupun telah
melakukan pendaftaran hak atas tanah, pemerima hak atas tanah
kemungkinan “masih menghadapi gugatan dari orang Yyang dapat
membuktikan bahwa ia adalah pemegang hak atas tanah yang sebenarnya.
Untuk mengatasi kelemahan sistem pendaftaranr tanah ini digunakan suatu
lembaga yang dikenal dalam hukum adat, yaitu lembaga rechtsverwerking,
dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang
sertipikat hak atas tanah, yaitu apabila ada pihak lain yang merasa
mempunyal hak atas tanah, ia hanya dapat menuntut hak atas tanah tersebut
dalam waktu paling lama lima tahun.sejak diterbitkannya sertipikat
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I.
Nomor 24 Tahun 1997 tentang \Pendaftaran Tanah. Hal tersebut merupakan
suatu bukti bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan
sistem negatif cenderung positif dan upaya mendekati kepastian hukum.?

Kepastian "hukum ' merupakan tujuan utama diselenggarakannya
pendaftaran tanah sebagaimana yang diamatkan oleh Pasal 19 UUPA, bahwa
pendaftaran tanah akan diselenggarakan dengan cara sederhana, aman,
terjangkau, mutakhir dan terbuka dan mudah dimengerti serta dijalankan

oleh rakyat yang bersangkutan.

2" Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid I, Op. Cit., him. 81.
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Pengertian dijalankan oleh rakyat secara sosiologis berarti adanya
keterlibatan rakyat secara aktif dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah.

Keterlibatan rakyat itu secara tegas ditetapkan dalam Penjelasan
Umum UUPA angka IV mengenai dasar-dasar untuk mengadakan kepastian

hukum, yang berbunyi sebagai berikut :

untuk menciptakan tatanan

ang tertib, menciptakan ketertiban

dan keseimbangan.*

28 Muchtar Wahid, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, (Jakarta :
Republika, 2008) him. 69

% Harsono, Jaminan Kepastian Hukum di Bidang Pertanahan, Mahkamah Agung Republik
Indonesia, 1998, him. 32.

% sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta : Liberty, 2003),
him. 71.
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Dalam mencapai tujuan hukum tersebut hukum bertugas membagi
hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, Perwujudan unsur
kepastian hukum bergantung minimal pada tiga hal, yaitu :**

1. Kebutuhan akan hukum yang semakin hari semakin besar, yang oleh

hari semakin

di samping
gakan hukum.
pendaftaran

aka Indonesia

aannya. Dengan bekerjanya ketiga

saling mendukung di dala

unsur sistem hukum itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa hasil pengujian

nilai-nilai praktis dalam masyarakat.

%! Muchtar Wahid, Op. Cit., him. 86.
%2 Ibid., him. 86.
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E. Konsep operasional

Konsep Operasional Berisikan batasan-batasan yang terdapat dalam
judul dan ruang lingkup penelitian. ”Analisis Yuridis Pendaftaran Tanah

Instansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Menurut PP. 24 Tahun

1997”.

dengan cara
1 populasi dan
kok.*

analitis, yaitu
5 dan terperinci

In 1997 tentang

2010.

% Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai, Pustaka Indonesia,
Jakarta, 2009, HIm 3

48



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

3. Populasi Dan Sampel
Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :
1. Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir

a.

Data Primer yaitu data yang berupa keterangan yang berasal dari pihak-

pihak yang terlibat dengan objek yang diperoleh dari wawancara pada waktu

melakukan penelitian dilapangan, melalui tanya jawab secara langsung.
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b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari UUPA dan Peraturan
Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

serta data yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, yang

meliputi berbagai ipsi;. jurnal dan peraturan

benelitian ini
dengan cara
pada Pejabat

| Tanah, Instansi

ara yang diuraikan dalam

dilakuk 3 . wav
ilakukan pengo 3““‘*

kalimat serta dengan memba dengan pendapat para ahli.
7. Penarikan Kesimpulan
Didalam penelitian yang penulis lakukan ini, penulis menggunakan

metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif yaitu

penyimpulan dari hal-hal khusus kepada hal-hal umum.
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

Pendaftaran Hak Atas Tanah Menurut Undang-undang

mengenai hak-hak atas

akyat seluruhnya. Penyelenggaraan
pendaftaran hak atas tanah di Indonesia baru men dapat penyelesaian
secara prinsipil dengan diundangkannya UUPA pada tanggal 24
September 1960, yang menghapus dualisme hukum tanah yang
berlaku di Indonesia menjadi suatu unifikasi hukum tanah, dengan

menetapkan Pasal 19 ayat (1) UUPA sebagai dasar pelaksanaan
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pendaftaran hak atas tanah di Indonesia, yang menyatakan untuk
menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran hak

atas tanah di seluruh Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan

peraturan pemerintah.

n._hak atas tanah yang diperintahkan oleh Pasal 19

\o1 )
QO
o
QD
o]
o
g
D
5

m Eropa, semua

lain dualisme

g!\a\iﬁl
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1. Pengukuran, perpetaan da an hak atas tanah;

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat”.

% Perpres Pencabutan Hak Atas Tanah : Langkah Mundur, Kembali ke Masa Orde
Baru".
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Peraturan Pemerintah R.l. Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah
R.1. Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang dipandang tidak

lagi dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian hak sesuai tuntutan

masyarakat dan perkembangan zaman.

lebih penting

tanah yang

Nomor 24 Tahun 1997 terseb

aksanakan melalui dua cara, yaitu :
secara sistematik dan secara sporadik.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah R.I.
Nomor 10 Tahun 1961 dipertegas dan diperjelas dalam Peraturan

Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
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Ketentuan baru tersebut secara substansial tetap menampung
konsepsi-konsepsi hukum adat yang hidup dan berakar dalam masyarakat,
sehingga dengan demikian dapat memperkuat kerangka tujuan UUPA,
yaitu untuk menciptakan unifikasi hukum tanah nasional yang didasarkan
pada hukum ada

Dan jika dikaitkan dengan an pendaftaran hak atas

Negara yang

mengetahui

dikalangan masyaraka al hak dan kewajiban dalam
penguasaan, kepemilikan dan penggunaan tanah serta terciptanya
persepsi yang sama tentang hukum pertanahan, baik dikalangan

aparatur pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat;

¥ H.A. Aswin, Gubernur Kalimantan Barat, http://www. Catur Tertib Pertanahan.
Com./detil, Google, Senin, tanggal 1 Pebruari 2010.
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b. Tertib administrasi pertanahan, yakni terselenggaranya sistem
administrasi pertanahan yang lengkap dan rapi. *Semua bidang
tanah terdaftar, warkah-warkah mudah ditemukan, aman dan mudah

terpantau. Penyalahgunaan surat bukti hak atas tanah dapat

ir serta kemungkinan tumpangtindih dapat dihindari;

yang berarti suatu register atau capita atau unit yang diperbuat untuk pajak

tanah Romawi (Capatatio Terrens).®

% Supriadi, 2006, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta;
%7 Wantjik Saleh, 1987, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta;
% A. P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Op. Cit., him. 18.
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Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah R.l. Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah :
”Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi

pengumpulan, pengelahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan

secara terus menerus dan

pa pengumpulan keterangan/data
tertentu mengenai tanah tertentu yang ada di wilayah tertentu. Pengolahan,
penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat dalam rangka
memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk

penerbitan tanda bukti hak dan pemeliharaannya”.
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Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendaftaran hak atas
tanah, “ Boedi Harsono mengemukakan bahwa penyelenggaraan pendaftaran
hak atas tanah dalam masyarakat modern merupakan tugas Negara yang

dilaksanakan oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam rangka

ang di himpun

s tanah, luas

ang ada di

hanya mempermasalahkan

dan siapa pemiliknya, bukan untuk

kepentingan lain, seperti perpajakan.*

% Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), Op. Cit., him. 72.

% 1bid., him. 63.

“L A. P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Op. Cit., him. 16.

2 Muhammad Yamin Lubis dan Abdur Rahim Lubis, Op. Cit., him. 167.
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Pendaftaran hak atas tanah selain berfungsi untuk melindungi si
pemilik hak atas tanah, juga berfungsi untuk mengetahui status sebidang
tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya, untuk apa
dipergunakan dan sebagainya.* Selain itu masih ada ketentuan Pasal 23,

32 dan 38 UUPAw.yang mengharuskan dilaksanakannya pendaftaran hak

termasuk Pemerintah

mudah memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang

tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;

3 Chadidjah Dalimunthe, Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan Permasalahannya,
(Medan : FH USU Press, 2000), him. 132.
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c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, di mana setiap
bidang tanah termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas
tanah wajib didaftarkan”.

Dalam rangka untuk memberikan kepastian dan perlindungan
hukum, maka ke

ada pemegang hak atas yang  bersangkutan

sun, termasuk

milik satuan

an maupun dengan pihak yang

mempunyai hak atas tanah berbatasan.

¢ Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan
Mekanisme Fungsi Agraria, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), him. 13
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b. Memberikan kepastian hak
Ditinjau dari segi yuridis mengenai status haknya, siapa yang
berhak, siapa yang mempunyai dan ada tidaknya hak-hak dan
kepentingan pihak lain atau pihak ketiga. Kepastian mengenai

status _hukum dari hak atas tanah.yang bersangkutan sangat

b. Surat-surat ukur, u astian tentang letak, batas dan luas

tanah;

c. Surat keterangan dari subjek yang bersangkutan (untuk kepastian

siapa yang berhak atas tanah yang bersangkutan);

* Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, (Bandung : Citra Aditya
Bhakti, 1993), him. 42.
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d. Keterangan atas status hak atas tanah;

e. Keterangan mengenai beban-beban yang berada di atas tanah hak
tersebut

f. Sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat.

Williamsonmengemukakan intisari manfaat sistem pendaftaran hak

LA E A

g 2
-

provements in physical
planning);
I. Mendukung informasi sumber daya pertanahan (Support for land

resource management).

¢ Williamson, Cadastral and Land Information System In Developing Countries, The
Awstralian Surveyor, vol 33/1, page. 27.
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Dari pemaparan Williamson di atas dapat dikatakan bahwa di negara-
negara maju, tujuan pendaftaran hak atas tanah adalah dapat berguna untuk
banyak kepentingan dan ini hanya dapat dilaksanakan di negara-negara yang

menganut sistem pendaftaran hak atas tanah yang sudah terintegrasi dan

terkoordinasi dengan.baik dengan bidang-bidangatau departemen lainnya.

diselenggarakan secara ermat sehingga hasilnya dapat
memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran

hak atas tanah itu sendiri.
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c. Asas Terjangkau

Keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya
dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi
lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan

as_tanah harus bisa terjang oleh para pihak yang

ol

dan be an, s d s 3 ﬂ Or Pertanahan
selalu ’ :
mempe g

perlu d /ajiba daftar dan erubahan yang

terjadi di ke i ‘Dengan demikian, at memperoleh

suatu bidang tanah terdapa

peban lain yang membebani atas
bidang tanah tersebut, seseorang akan dapat dengan mudah memperoleh data

tersebut dari Kantor pertanahan setempat.

63



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

4. Sistem Pendaftaran Hak Atas Tanah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah. Sistem pendaftaran yang digunakan adalah
sistem pendaftaran hak (Regisfration of titles), bukan sistem pendaftaran

akta (Regisfrationsof deed). Hal tersebut dapat'dilihat dalam buku tanah

24 Tahun 1997, bahwa untuk

31 Peraturan Pemerintah

kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, diterbitkan sertipikat sesuai
dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah di

daftar dalam buku tanah.

" Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), Op. Cit., him. 477.
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5. Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah
Sistem publikasi pendaftaran hak atas tanah yang dipakai suatu
negara tergantung pada asas hukum yang dianut negara tersebut. Pada

umumnya sistem publikasi pendaftaran hak atas tanah diadakan dengan dua

sistem, yaitu :

3 e

aran hak atas

buku tanah

=\ S (Y

yang berhak
kepercayaan

a memainkan

1). Menjamin dengan sempu

a nama yang terdaftar dalam buku
tanah tidak dapat dibantah walaupun ia ternyata bukan pemilik yang

berhak;

8 Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, (Bandung: alumni,

1997), him. 58.
4 Ibid., him. 59.
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2). Pejabat balik nama memainkan peranan yang sangat aktif. Mereka
menyelidiki bahwa hak yang didaftar itu dapat didaftar, apakah
formalitas-formalitas yang diperlukan telah dipenuhi atau tidak, serta
identitas para pihak memang orang yang berwenang.

istem publikasi positif, yai

sebelumnya.

Perolehan hak tersebut merupakan mata rantai perbuatan hukum
dalam pendaftaran hak atas tanah. Ciri lainnya adalah bahwa pejabat balik
nama berperan pasif artinya pejabat yang bersangkutan tidak berkewajiban

untuk menyelidiki kebenaran dari surat-surat yang diberikan kepadanya.
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Kebaikan sistem publikasi negatif, yaitu adanya perlindungan hukum
kepada pemilik yang sebenarnya (pemegang hak sejati).®® Adapun
kelemahan sistem publikasi negatif, yaitu : >
1). Buku tanah tidak memberikan jaminan yang mutlak;

2). Peranan yang

pasif dari pejabat bali ama yang menyebabkan

donesia tetap

anah menurut

yang kuat, sebagaimana yang

ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf
c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA. Dalam

penjelasannya, dipertegas bahwa Pasal 23, 32 dan 38 ditunjukkan kepada

50 H
Ibid.

5! Bachtiar Effendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya,
(Bandung : Alumni, 1993), him. 32.
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para pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan maksud agar
mereka memperoleh kepastian hukum tentang haknya tersebut.

Pasal 19 UUPA ditujukan kepada Pemerintah agar di seluruh wilayah
Indonesia diadakan pendaftaran hak atas tanah yang bersifat rechts cadaster
yang bertujuan untuk.menjamin kepastian hukum:

Suatu bukti bahwa Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang
mengandung unsur positif adalah dilakukannya pemeriksaan tanah oleh
Panitia Pemeriksaan, Tanah A (untuk hak milik,/hak guna bangunan, dan hak
pakai) dan Panitia B (untuk hak guna usaha) terhadap setiap permohonan
pendaftaran hak atas tanah, artinya Kantor Pertanahan tidak akan gegabah
menerima permohonan pendaftaran hak atas tanah, tetapi selalu harus
melalui suatu pemeriksaan oleh Panitia A atau Panitia B.>

Apabila telah dilakukan suatu pemeriksaan, maka akan jelas bahwa
pemegang hak (subyek) maupun tanahnya (obyek) telah terdaftar dan
pemegang hak tersebut “benar-benar /berhak atau mempunyai hubungan
hukum dengan tanahnya. Bukti bahwa pemegang hak berhak atas tanahnya
adalah dengan pemberian sertipikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak
yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Dengan adanya pendaftaran hak atas tanah dan penerbitan sertipikat
hak atas tanah, maka tercapailah kepastian hukum akan hak-hak atas tanah,
karena data yuridis dan data fisik yang tercantum dalam sertipikat hak atas
tanah tersebut di terima sebagai data yang benar baik dalam melaksanakan

perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di pengadilan.

%2 A, P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, (Bandung : Mandar
Maju, 2002), him. 116.
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Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jaminan kepastian hukum
dalam pendaftaran hak atas tanah adalah Pemerintah menjamin bahwa
pemegang hak (subyek) benar-benar berhak atau mempunyai hubungan
hukum dengan tanahnya (obyeknya), dibuktikan dengan adanya pembukuan
data yuridis dan d

, fisik bidang tanah yang_diterima sebagai data yang

tidak semata-
annya dalam

mendapatkan

3) Accuracy, bahwa terdapa dari pada sistem pendaftaran tersebut
secara lebih efektif;
4) Expedition, artinya dapat lancar dan segera sehingga menghindari tidak

jelas yang bisa berakibat berlarut-larut dalam pendaftaran tersebut;

%% p. Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Op. Cit., him. 9.
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5) Suitability to circumstances, yaitu akan tetap berharga baik sekarang
maupun kelak dikemudian hari pendaftaran tersebut;
6) Completeness of the record :
a). Perekaman tersebut harus lengkap lebih-lebih masih ada tanah-

g.belum terdaftar;

2. Pendaftaran hak atas tana an hak-hak tersebut;

2. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian

yang kuat.”

> Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang

Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid I, Hukum Tanah Nasional, Op. Cit., him.
72.
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Sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah R.l. Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pelaksanaan pendaftaran hak atas
tanah meliputi kegiatan pendaftaran hak atas tanah untuk pertama kali
(initial registration) dan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran hak atas

tanah (maintenance

N

£33 )5

negara
pekerja
i sebagaimana
diatur d mor 24 Tahun

1997 ten

d. Penyajian data

e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen”.

% Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, Op. Cit., him. 413.
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Menurut Boedi Harsono pendaftaran hak atas tanah untuk pertama kali
(initial registration) meliputi 3 bidang kegiatan, yaitu :*°

a. Bidang fisik atau “tekhnis kadastral”’;

b. Bidang yuridis ; dan

1). Pembuktian hak baru, ya pendaftaran hak atas tanah yang

dilakukan dengan penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang;

% Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah,
Op. Cit., him.
*" 1bid., him. 140.
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2). Pembuktian hak lama, yakni kegiatan pendaftaran hak atas tanah yang
dilakukan terhadap hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak
lama, yang dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak
tersebut, berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan

yang bersangkutan yang kadar kebenarannya. dianggap cukup untuk

bersangkutan,

sebagai alat

data pendaftaran tanah pa

Pertanahan menyangkut dokumen
yang merupakan alat pembuktian yang digunakan sebagai dasar
pendaftaran, antara lain berupa peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur,
buku tanah, daftar nama, dapat disimpan dan disajikan dengan alat
elektronik dan mikrofilm serta hanya dapat diberikan petikan, salinan dan

rekaman dokumennya dengan izin tertulis dari pejabat yang berwenang,
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atau hanya dapat ditunjukkan atau diperlihatkan pada sidang pengadilan
atas perintah pengadilan.
Kegiatan pendaftaran hak atas tanah untuk pertama kali

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah R.I.

k pertama kali (initial

registration) dapat dilaksa I dua cara, yaitu :
2. Pendaftaran Hak Atas Tanah Secara Sistematik

Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah R.l. Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa :

“Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran

tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi
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semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau
bagian wilayah suatu desa/kelurahan”.

Pendaftaran tanah secara sistematik diselenggarakan atas prakarsa
dari Pemerintah yang didasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang

dan rencana Ingan, yang pelaksanaannya

sistematik
lebih besar
a pendaftaran
a bidang tanah
a didaftar secara
sehingga di

mudah untuk

mengenai bidang tanah yanga

arkan dari pada melalui pendaftaran
hak atas tanah secara sporadik.
Keuntungan dalam melakukan pendaftaran hak atas tanah secara

sistematik, yaitu :

% Ibid., him. 487.

% Kepala Badan Pertanahan Nasional, pada Seminar Nasional Tentang Kebijakan Baru
Pendaftaran Tanah Dan Pajak Tanah Yang Terkait, yang diselenggarakan oleh Fakultas
Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, tanggal, 13 September 1997, him. 4.
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(1). Pemilik hak atas tanah tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan karena
petugas Badan Pertanahan Nasional dan petugas ukur/seksi pengukuran
mengunjunginya;

(2). Pemilik hak atas tanah tidak perlu mengajukan surat permohonan

pendaftaran hak. atas tanah dan mengisi a macam formulir/data

individual atau massal”.

Pendaftaran hak atas tanah secara sporadik tersebut hanya atas
satu bidang tanah, yang dilaksanakan atas permintaan dari pemohon
sertipikat atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak
yang berhak atas objek pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan

atau kuasanya, dengan mendatangi Kantor Pertanahan.
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Dalam sistem pendaftaran hak atas tanah secara sporadik ini,
pemohon akan diminta mengisi dan menandatangani formulir khusus
permohonan sertipikat seraya menyerahkan berkas persyaratan atau
kelengkapan seperlunya (termasuk surat kuasa dari pemilik untuk mengurus

tanah milik orang-ain) dan membayar sejumlah-biaya yang telah ada daftar

pendaftaran, daftar tanah a, surat ukur, buku tanah dan

sertipikatnya.

% Herman Hermit, Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara Dan
Tanah Pemda, Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia, (Bandung : Mandar
Maju, 2004), him.86.
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Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.l. Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah meliputi :

a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak, dalam hal ini peralihan hak

Berkenaan dengan pe

a pendaftaran hak atas tanah (data
maintenance), Pasal 36 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah mengatur hal-hal sebagai berikut :
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1) Pemeliharaan data pendaftaran hak atas tanah dilakukan apabila
terjadi perubahan pada data fisik dan data yuridis objek
pendaftaran hak atas tanah yang telah terdaftar ;

2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan

sebagaimana yang ditentuka

3 ayat (2), 32 ayat (2) dan 38 ayat
(2) UUPA, yaitu agar setiap hak atas tanah dibukukan haknya menjadi tanah

hak atas nama seseorang yang mendaftarkannya.
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Namun dalam pelaksanaannya tetap dilakukan oleh Pemerintah
dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional yang secara tekhnis dilakukan oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Prosedur dan syarat penyelenggaraan pendaftaran hak atas tanah

merupakan proses‘rangkaian kegiatan pendaftaran hak atas tanah, yang

Setelah diperoleh data emudian dilanjutkan dengan proses
administrasi berikutnya, yaitu meliputi pemetaan dan pembuatan surat ukur,
penerbitan surat penetapan hak, yang dilanjutkan dengan pembukuan hak

atas tanah dalam buku tanah yang memuat data fisik dan data yuridis hak
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atas tanah yang bersangkutan, kemudian diterbitkan salinan buku tanah
yang disebut sertipikat.
6. Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah

Pemerintah mengadakan pendaftaran hak atas tanah di seluruh

wilayah Indonesiatdengan maksud memberikan‘jaminan kepastian hukum

kan oleh

pengusaan tanah secara pero

U bersama atau badan hukum yang
namanya ditulis didalamnya dan sekaligus menjelaskan lokasi, gambar,

ukuran dan batas-batas bidang tanah tersebut.®

%1 1bid., him. 29.
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Sertipikat sebagai surat tanda bukti hak diterbitkan untuk
kepentingan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan
data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah didaftarkan
dalam buku tanah. Sertipikat memuat data pemegang hak, jenis hak,

dilengkapi surat ang memuat letak, luas dan.batas-batas bidang tanah

dipergunakan untuk pembu

ebelum disimpan sebagai warkah.
Setelah sertipikat ditandatangani kemudian diserahkan kepada pemegang
hak atas tanah. Semua bagian-bagian dari sertipikat hak atas tanah tersebut
ada arsipnya dan salinannya serta dipelihara dengan baik di Kantor

Pertanahan.
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Salinan buku tanah, surat ukur dan gambar denah serta uraian hak
pemilik sertipikat hak atas tanah/bagian/benda bersama tersebut kemudian
dijilid menjadi satu dalam satu sampul dokumen.

B. Objek Pendaftaran Hak Atas Tanah

Berdasarkan<Pasal 9 ayat (1) Peraturan _Pemerintah R.l. Nomor 24

Tahun 19 ‘ Jaftaran Tanea Dije ‘ 3 hak atas tanah

peta pendaftaran dan buku ta

enerbitkan sertipikat sebagai surat
tanda bukti haknya.®
1. Tugas Dan Fungsi Susunan Organisasi Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota.

% Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Op. Cit., him. 476
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Penyelenggara pendaftaran tanah sesuai ketentuan Pasal 19 UUPA,
pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Badan
Pertanahan Nasional (BPN) yang dalam pelaksanaannya ditingkat
Propinsi di bentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang
berkedudukan di

lap-tiap Ibu Kota Propinsicyang merupakan instansi

dan fun Bad ertanaha en/Kota  yang
bersangk

sebagai

3. Pelaksanaan surve an, dan pemetaan dasar, pengukuran,
dan pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik, dan

survei potensi tanah;

83 Kantor Pertanahan, Op. Cit, Google, Senin tanggal 03 Juni 2019.
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4. Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah,
dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan
wilayah tertentu;

5. Pengusulan dan pelaksanaan pemetaan hak tanah, pendaftaran hak

dan prasarana, pe dangan serta pelayanan pertanahan.
2. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, meliputi :
1. Kepala Kantor Pertanahan;

2. Sub bagian tata usaha, terdiri dari :
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a. urusan perencanaan evaluasi dan perencanaan;
b. Urusan umum dan kepegawaian;

c. Urusan keuangan dan BMN.

3. Seksi Infrastruktur Pertanahan :

DI disay yepepe fur udwnyo(

a. sub seksi pena angketa konflik pertanahan dan perkara

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

Pertanahan;

b. sub seksi pengendalian pertanahan.
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C. Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah.

Pasal 19 UUPA jo. Peraturan Pemerintah R.l. Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, telah memerintahkan baik kepada Kantor
Pertanahan maupun kepada masyarakat untuk melakukan pendaftaran hak
atas tanah guna Kk

pastian dan perlindungan , dengan mendapatkan

),

=

atas tanah

alam Pasal 33

AN

ayat (

) ¢

wWALVEND

20 A 2
3
r:x;" S

: R.l. Nomor
]

i jarakan oleh
Vel
Yol
ate

epala  Kantor

d

g

Pertana Kota. Dalam

oleh Pejabat

daftaran hak atas

Sebagian besar pemega s tanah adalah pribadi manusia, baik
perseorangan maupun kelompok, disamping itu ada pula badan hukum

privat maupun publik.

% Sunaryo Basuki, Pendaftaran Tanah Berdasarkan Pasal 19 UUPA Jo. PP No. 24 Tahun
1997, Jakarta 1998, him. 7.
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Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan umum UUPA, bahwa
keberhasilan pendaftaran hak atas tanah yang bertujuan memberikan
kepastian hukum, dalam pelaksanaannya sangat tergantung pada peranan

masyarakat dan pemegang hak atas tanah, yang sebagian besar masih

Jm adat setempat.

dalam

persepsi

atas tanah

masyarakat

sebagai bukti pemilikan tana

2.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Keberadaan pejabat dalam suatu tatanan ketatanegaraan sangat
dibutuhkan, karena pejabat merupakan pengejawantahan dari personifikasi

Negara.
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Negara dalam suatu konsep ketatanegaraan dalam menjalankan
fungsinya diwakili oleh Pemerintah. Pemerintah dalam menjalankan

fungsinya dan tugasnya dalam merealisasikan tujuan Negara diwakili oleh

pejabat. Oleh karena itu, sukses tidaknya sebuah lembaga negara ditentukan

ga (3), yang
egara hukum.

Prinsip Neg epastiarn : perlindungan

Sejalan dengan ketentus Pemerintah di atas, maka dalam
ketatanegaraan dimanapun di dunia ini, diakui keberadaan suatu jabatan

yang dipegang oleh seorang pejabat yang sifatnya bukan struktural,

% Supriadi, Hukum Agraria, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), him. 170.
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melainkan fungsional dan keberadaannya memiliki peran yang amat
penting, jabatan tersebut lazim disebut jabatan PPAT. Dalam Pasal 2
Peraturan Pemerintah R.l. Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah, diatur mengenai tugas pokok PPAT, yaitu :

(1). PPAT be

rtugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran

£ om

dasar bagi

diakibatkan

'\%\’i‘a\%\a
Bt $cL € LT )

_l
i i‘
9 )
g S
o
g 3
X
>
(o]
= c
o)) >
~ D

tentang Pendaftaran tana an bahwa, PPAT adalah Pejabat
umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu.
PPAT yang dikenal umum terdiri dari dua macam, yaitu PPAT Notaris dan

PPAT Camat.%®

% Hal Ihwal mengenai PPAT ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
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Seorang Notaris untuk bisa menjadi PPAT harus memperoleh izin dari
Kepala Badan Pertanahan Nasional, sedangkan Camat karena jabatannya
(ex-officio) secara otomatis menjadi PPAT Sementara. PPAT diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Fungsi PPAT berada di dalam rangkaian pelaksanaan pendaftaran hak

ormasi yang

bagi proses

Berdasarkan Pasal 5 a eraturan Pemerintah R.l. Nomor 37
tahun 1998 menegaskan bahwa Pejabat Pemerintah yang juga dapat diangkat
sebagai PPAT Sementara adalah Camat atau Kepala Desa dan sebagai PPAT

Khusus adalah Kepala Kantor Pertanahan.
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Penunjukan Camat atau Kepala Desa terutama dilakukan di wilayah
yang terpencil yang tidak mungkin dilayani oleh PPAT sehingga
masyarakat dipermudah untuk melakukan perbuatan hukum berkenaan
dengan tanah dan memperoleh aktanya.®’

Penunjukan«"Kepala Kantor Pertanahan“ssebagai PPAT Khusus

d. Bukti lunas/kwitans an Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

tahun terakhir;

" Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang

Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Op. Cit., him. 483.
%8 Herman Hermit, Op. Cit., him. 224.
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e. Bukti lunas/kwitansi pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) bila nilai transaksi lebih dari Rp.
60. 000.000,- (Enam Puluh Juta);

f. Bukti lunas/kwitansi pembayaran Pajak Penghasilan (setiap

I erupajumlah nilainya.

37 ayat ( 1)
iap peralihan,

apat didaftarkan

dengan membuat alat buk elah terjadinya perbuatan hukum
mengenai sebidang tanah tertentu yang kemudian dijadikan dasar untuk
mendaftar perubahan data yuridis yang diakibatkan oleh perbuatan hukum

itu.

% 1bid., him. 225.
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Tanpa adanya akta PPAT, Kepala Kantor Pertanahan dilarang untuk
mendaptarkannya, kecuali dalam pendaftaran hak atas tanah untuk pertama
kali. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar sertipikat baik bagi pemegang

hak, pihak ketiga maupun sebagai alat bukti di depan pengadilan.

2. Melaksanakan ke selayanan di  bidang pengaturan

penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas
tanah, pengukuran dan pendaftaran hak atas tanah;

3. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

"® Ibid., him. 275.
™ Kantor Pertanahan, Op. Cit., Google, Senin, tanggal 10 Noverber 2009.
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Pendaftaran Tanah Instansi Pemerintah Di Kabupaten Indragiri

tidak seperti

yang belum

Penulis meneliti d dinas di k dragiri Hilkir.
1. Dinas pendidikan Indragiri Hilir yang meneliti aset menyebar
hampir keseluruh desa + 400 persil, sekitar 15,5%.

2. Dinas kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki aset yang

kurang menyebar kesetiap desa di Kabupaten Indragiri Hilir + 216
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persil asetnya yang bersertipikat baru sekitar 40 persil, sekitar
18,51%.
3. Dinas perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki aset

tanah yang menyebar diseluruh kecamatan yang juga desa-desa +

kalau jelas penguasaan ase

adang tidak lagi kendala karna
untuk mendaftarkanya di kantor pertanahan ada biaya PNBP, yang biaya ini
tentu di bebankan ke pemohon, maka yang bisa terjadi adalah pemohon
tidak bisa menempati karna biaya tersebut harus ada di dalam anggaran

tahunan (Diva), seringnya aset Pemerintah yang tidak di jaga dan di
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pelihara batas-batas tanahnya dan penguasaan surat dasar yang kuat bisa
menimbulkan sengketa batas dan penguasaan.
Banyak aset yang di kuasai dan akan di daftarkan akan

mengembangkan biaya-biaya PNBP dalam penguasaan pendaftaran asetnya

dasar.

Ay
3
=

LA\ Y

enting dalam

dilakukan

substansi  yang
sudah tidak dapat lagi utan zaman untuk memberikan

kepastian atas pendaftaran tanah tersebut.”

& Djoko Prakosa dan Budiman Adi Purwanto, Eksistensi Prona Sebagai Pelaksana Mekanisme
Fungsi Agraria, Jakarta: 1985, Hal. Ghalia Indonesia, 19.
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Oleh karenanya pada tanggal 8 Juli 1997 pemerintah menetapkan dan
mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (selanjutnya akan disebut sebagai PP 24/1997) .

PP ini berlaku tiga bulan sejak tanggal diundangkannya (Pasal 66)

yang secara resmi ai berlaku diseluruh wilayah.Indonesia sejak tanggal

rumah susun serta hak-hak tertentu

ada haknya dan hak milik

yang membebaninya.
2. Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan

bidang yang berbatas.
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3. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah
tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.

4. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan

pelaksanannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.”

ang tanah dan

ak pihak lain

yang dilakukan terhadap @

daftaran tanah yang belum didaftar
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang

Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini.”

3 pasal 1 angka 1 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
" Effendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: CV. Rajawali. 1991, Hal. 95.
7> pasal 1 angka 10 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
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10. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah

untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua

obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian
wilayah suatu desa/kelurahan.

11. pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah

12. aftaran tanah
pendaftaran,

ertipikat dengan
13.

pordinat yang

suatu sistem

14. end ah pe auat titik-titik bidang dasar

batas fisik bidang-bidang

15. Peta pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang atau bidang-
bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah.
16. Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat

identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran.
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17. Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah
dalam bentuk peta dan uraian.

18. Daftar nama adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat
keterangan mengenai penguasaan tanah dengan sesuatu hak atas tanah,

atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atas satuan

19. J dala uat data

20. Se ! J surat te s 3 aksud dalam

21. ad i anggu ab dibidang

22. F 3 i0a Pemerintah  Non

23. ahan adals - 3 Pertanahan Nasional di

wilayah kabupaten atau

ya, yang melakukan pendaftaran hak

atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.”

"® Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesi, Jakarta: Djambatan, 1999, hal. 72.
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24. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat
umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah
tertentu.

PP 24/1997 masih mempertahankan sejumlah substansi yang diatur

dalam PP 10/1961+yaitu sebagai berikut:

mengenai

2. Asas-Asas Pendaftaran
Asas yang dianut untuk Pendaftaran tanah diatur berdasarkan Pasal

2 PP 24/1997 yakni sebagai berikut:”’

" pasal 1 angka 8 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
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1.Sederhana
Maksudnya adalah substansinya mudah dibaca atau dipahami oleh semua
lapisan warga negara Indonesia dan juga prosedurnya tidak perlu
melewati birokrasi yang berbelit-belit hanya perlu melewati seksi

pendaftaran tanah

ada perubahab fisik atau

da diatasnya atau hal yuridis atas
tanah harus ada datanya (selalu ada pembaharuan data).
5.Terbuka

Dokumen-dokumen atau data-data baik fisik atau yuridis bersifat terbuka
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dan boleh diketahui oleh masyarakat. Asas ini bertujuan agar bila ada
hal-hal yang menyimpang atau disembunyikan dapat diketahui.
3. Tujuan Diselenggarakan Pendaftaran Tanah

Dalam ketentuan Pasal 3 PP 24/1997 dinyatakan dengan tegas

yang dijamin

langsung dan

Hal ini khususnya bergu n pembeli yang perlu mengetahui
data yang tersimpan mengenai obyek yang akan mereka beli sehingga
terjadi transparansi.

3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

4. Pengertian Pendaftaran Tanah

Pasal 1langka 1 PP 24/1997 mengatur:
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Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-
menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan
data yuridis, dalam bntuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah

dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti

PP 24/1997 sebagai berikut:

Obyek pendaftaran tanah meliputi:
b. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna

usaha, hak guna bangunan dan hak pakai.

"8 pasal 9 ayat (1) UUPA
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c. tanah hak pengelolaan.

d. tanah wakaf.

d. hak milik atas satuan rumah susun,
e. hak tanggungan.

f. tanah neg

nya. Selain itu
juga ter : fisik dan data

ertifikat sebagai

0. gy
arnya It publikasi yaitu sistem
Ly

publikasi positif dan sisten atif. Sistem publikasi positif selalu
menggunakan sistem pendaftaran hak, maka harus ada buku tanah sebagai
bentuk penyimpanan dan penyajian data yuridis, selain itu juga ada
sertififkat hak sebagai surat tanda bukti hak.

Sistem publikasi negatif bukan pendaftarannya yang diperhatikan,

tetapi sahnya perbuatan hukum vyang dilakukan yang menentukan
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berpindahnya hak kepada pembeli, dimana pendaftaran tidak membuat
orang yang memperoleh tanah dari pihak yang tidk berhak menjadi
pemegang haknya yang baru.

Sistem publiksi yang digunakan dalam PP 24/1997 adalah sistem

publikasi negtif g.mengandung unsur positif.sHal ini dapat dilihat dari

1. Badan Pertanaha Sesuai ketentuan Pasal 19 UUPA dan
Pasal 5 PP 24/1997 yakni bertindak sebagai penyelenggara
pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut.

2. Kepala Kantor Pertanahan Sesuai ketentuan Pasal 6 PP

24/1997 Dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana Pendaftaran
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Tanah kecuali mengenai Kkegiatan-kegiatan tertentu yang
ditugaskan kepada pejabat lain, yaitu kegiatan-kegiatan yang

pemanfaatannya bersifat nasional atau melebihi wilayah kerja

Kepala Kantor Pertanahan.

kasi adalah

matik untuk

1. Kegiatan Pendaftara uk Pertama Kali Dalam pasal 13
PP 24/1997 ditentukan :
(1) Pendafataran tanah untuk pertama Kkali dilaksanakan melalui
pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara

sporadic.
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(2) Pendaftaran tanah secara seitematik didasarkan pada suatu rencana
kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh
Menteri

(3) Dalam suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah

pendaftaran h secara systematic sebagaimana dimaksudkan pada

“ﬂ'&‘& “1‘ “‘T’u‘h‘ @ -. an tanah secara

pendaftaran

\”I‘%‘ﬁ \ é‘ :

elum didaftar.
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baru; pembuktian hak puukuan hak.

c. penerbitan sertipikat penyajian data fisik dan yuridis
d. penyimpanan daftar umum dan dokumen Pendaftaran tanah
untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara

sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadic.
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Pendafataran tanah secara sistemeatik adalah kegiatan pendaftaran
tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi
semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau
bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Pendaftaran tanah secara

sistematik ini didasarkan pada suatu rencana.kerja dan dilaksanakan di

perubahan pada data a yuridis obyek pendaftaran tanah

yang telah terdaftar.

(2) Pemegang hak yang bersangkuta wajib mendaftarkan perubahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan

Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah ini dilakukan terhadap
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tanah-tanah yang sebelumnya sudah terdaftar. Pendaftaran ini harus
dilakukan ketika pihak yang memiliki tanah tesebut ingin memindahkan
haknya melalui jual beli, tukar menukar, hibah, dan perbuatan hukum
pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang yang

didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh

a. surat keterangan pende

b. gambar situasi/surat ukur.

™ Pparlindungan A.P, 1999, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung;
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c. fatwa tata-guna tanah.®

d. risalah pemeriksaan tanah oleh panitia ”A”

3. Berkas permohonan yang lengkap oleh Kantor Sub Direktorat Agraria

dikirim kepada Gubernur/Kepala Daerah setempat melalui Kantor

Agraria setempat.

10. Kantor Sub Direktorat Agraria mengeluarkan sertifikat hak atas tanah

dan menyerahkannya kepada pemegang hak.

80

Raja Grafindo Persada, Jakarta;

Soerjono Soekanto, 1993, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
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1. Kegiatan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali
Dalam pasal 13 PP 24/1997 ditentukan :*
(1) Pendafataran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui

pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara

sporadic.

dan pemetaaan; pembu

dasar pendaftaran; penetapan batas
bidang-bidang tanah; pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah

dan pembuatan peta pendaftaran;

81 pasal 46 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 3 Tahun 1997

8 Chdidjah Dalimunthe,2000, Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan
Permasalahannya, Press, Medan;
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pembuatan daftar tanah, dan pembuatan surat ukur.
b. pembuktian hak dan pembukuannya, yang meliputi pembuktian hak

baru; pembuktian hak lama; pembukuan hak.

c. penerbitan sertifikat

hanya dapat didaftarkan |

dengan akta yang dibuat oleh
PPAT. Kegiatan pemeliharaan data pendafataran tanah meliputi :
a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak.

b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.
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Dalam penjelasan UUPA dikatakan bahwa pendaftaran tanah akan
diselenggarakan secara sederhana dan mudah dimengerti serta dijalankan
oleh rakyat yang bersangkutan. Ketentuan ini perlu mendapat perhatian
Pemerintah untuk melaksanakan pembenahan dan perbaikan di bidang

pendaftaran tanah.terutama hal-hal yang berkaitan.dengan pelayanan tanah-

2. Pendafataran dimaksud

alat pembuktian yang kuat mengenai
hapusnya hak milik serta syahnya peralihan dan pembebanan hak

tersebut.
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Pasal 19 UUPA ditujukan kepada Pemerintah agar di seluruh
wilayah Indonesia diadakan Pendaftaran Tanah yang bersifat rechts
kadaster, artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum.®

Di dalam penjelasan UUPA disebutkan pula bahwa pendaftaran

tanah didahulukan™penyelenggaraannya di kota=kota untuk lambat laun

a. surat keterangan pe

b. gambar situasi/surat ukur

c. fatwa tata-guna tanah

8 Sunaryo Basuki, 1998, Pendaftaran Tanah Berdasarkan Pasal 19 UUPA Jo. PP No. 24
Tahun 1997, Jakarta;



u ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

IS.JI9AI

nery we[sy sej

d. risalah pemeriksaan tanah oleh panitia ”A”
3. Berkas permohonan yang lengkap oleh Kantor Sub Direktorat

Agraria dikirim kepada Gubernur/Kepala Daerah setempat melalui

Kantor Agraria Provinsi setempat.

enang pemberian hak yang“dimohon ada di tangan

8. Kantor Sub Direktora

ngeluarkan sertifikat hak atas tanah

dan menyerahkannya kepada pemegang hak.
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D. Faktor Kendala Pendaftaran Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah
Masih Rendah Di Kabupaten Indragiri Hilir
Sesuai ketentuan pasal 19 UUPA untuk kepastian hak dan
menjamin kepastian hukum hak atas tanah pelayanan pendaftaran tanah di
lapangan tidak d

pat dipisahkan atau digabung. dengan kegiatan lain

perpetaan  dan

pemberian

.

) ditentukan

=S L LY

|ALH ALY

S
1\;
'éﬂ“
=

daftar invetaris atau

invertarisasi, kurang atas kepemilikan dan penguasaan,
pembiayaan yang belum teranggarkan untuk sertifikat,faktor

geografis,tanah Instansi yang masih bersenketa.

® Sunaryo Basuki, 1998, Pendaftaran Tanah Berdasarkan Pasal 19 UUPA Jo. PP No. 24
Tahun 1997, Jakarta;
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b. Kurangnya proses sosialisasi yang di canangkan oleh pihak
pengadaan pembuatan akta tanah instansi pemerintahan terhadap

instansi-instansi  yang terkait yang belum membuat setifikat

tanahnya.

. Faktor biokrasi faktor yang terkait keuangan adanya kewenangan

tanah yang kemudian dipeta

a pendaftaran dan dibukukan pada

daftar tanah.

8 Supriadi, 2006, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta;
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Dari uraian di atas untuk percepatan penyusunan data penguasaan
tanah dalam rangka menunjang percepatan pensertifikatan tanah seharusnya
pemerintah memprioritaskan kegiatan Deputi Survei, Pengukuran dan
Pemetaan untuk membuat peta dasar skala besar dan peta bidang-bidang

tanah maupun petatematik lainnya secara digita

dalam rangka
asi di bidang

(Simtanas) yang

lanjutan dari pengukuran bic sangat diperlukan dalam rangka
terciptanya kepastian hak dan tertib administrasi pertanahan. Bidang-bidang
tanah yang telah diukur mengenai letak dan batas-batasnya dipetakan /

dimasukkan ke dalam peta pendaftaran / kegiatan perpetaan dan bidang-

8 Wantjik Saleh, 1987, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta;
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bidang tanah tersebut dibukukan dalam suatu daftar yang disebut
daftar tanah. Bidang-bidang tanah di dalam daftar tanah disusun berdasarkan
nomor urut yaitu nomor identitas bidang atau NIB yang merupakan nomor
identitas tunggal dari suatu bidang tanah (single identity number).

engenai siapa yang

maka an pe an pertanahan ih cepat dan
lebih

keteran ah & etuk dan lain-lain

kegiatan untuk

bidang pertanahan seperti ya alkan di atas.

8 Gubernur Riau, http://www.Catur Tertib Pertanahan.Com./detil, Google, Senin, tanggal
10 Januari 2019;
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2. Pendaftaran Hak dan Penerbitan Surat Tanda Bukti Hak
Dengan terbitnya ketentuan pasal 19 UUPA maka sistem

pendafataran tanah di Indonesia berubah dari sitem pendafataran akte

menjadi sistem pendafataran hak untuk itu diterbitkanlah peraturan

atas tanah,
hapusnya hak

tidak pernah

untuk menerbitkan blangko apat dikontrol kebenarannya dengan
kode dan nomor tertentu untuk menjamin kebenaran formal akte tersebut.
Diadakannya kebijakan pendaftaran tanah melalui Ajudikasi yang
dilakukan secara sistematik dilatar belakangi karena adanya :

1. kepentingan masyarakat, yaitu adanya ketidak pastian hukum

mengenai pemilikan dan batas-batas tanah
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2. adanya kepentingan pemerintah dalam rangka pembuatan peraturan
perundang-undangan di bidang pertanahan sebagai landasan untuk

melaksanakan kebijaksanaan administrasi pertanahan.

3. perlu tersedianya informasi pertanahan yang dituangkan dalam

A .h\“". ; batas dengan mudah.

adanya sengketa mengenai batas

Dengan demikian dapa

bidang tanah yang sampai sekarang masih sering terjadi.

Peningkatan pelayanan ini berkaitan dengan pengalaman masa
lalu yaitu sering terjadi sengketa tanah baik karena letak dan batas—batas
bidang tanah tidak benar maupun sengketa dalam penguasaan

kepemilikan tanah.
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Berbagai permasalahan juga terjadi dalam pendaftaran tanah
seperti adanya kesalahan informasi yang diberikan oleh pihak pemohon,

kesalahan informasi yang diberikan oleh pemohon disebabkan kurang

proaktifnya masyarakat sebagai pemohon untuk datang langsung ke kantor

ya sosialisasi
dilakukan  di
kurang yang

as administrasi

Kelurahan dengan
masalahan yang ada di
lapangan/kelurahan, sepe SE I waris tanpa berusaha
menghubungi aparat Kelurahan yang lebih memiliki data yang akurat.
Hal ini dimungkinkan karena panitia ajudikasi sendiri dikejar target yang

tidak sedikit terbatas.®®

8 Kabupaten Inhil, http://www.indragiri.go.id/index.php. Google, Rabu tanggal 10 Januari
2019.
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Adanya sanggahan/keberatan dari pihak lain pada saat proses
pendaftaran tanah (ajudikasi) berlangsung. Sanggahan/keberatan dari pihak
lain disebabkan karena tanah yang didaftarkan pemohon adalah tanah
sengketa sehingga pada saat prosesnya tanah tersebut tidak dilanjutkan
oleh panitia yang

elakukan pengukuran dan. pemetaannya, sehingga

PP. NO. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. dalam PP. NO 24

Tahun 1997, pelaksanaan pendaftaran tanah juga tetap dilaksanakan
melalui dua cara yaitu pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran

tanah secara sporadik.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasark raian yang peneliti kemukakan di atas, akhirnya

yaitu :

a. Faktor kurang lengkapnya persyaratan pertanahan yang akan di buat
sertipikat, surat keterangan aset tidak ada pembuatan sertipikat atas

hak milik tanah instansi Pemerintah;
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b. Kurangnya keinginan dari pemerintah daerah untuk menginventarisasi
dan mendapatkan aset-asetnya.
c. Faktor birokrasi di mana dalam hal ini pendaftaran hak atas tanah

membutuhkan biaya yang harus di anggarkan di DIVA nya, prosedur

aset di setiap
ecara  masal,
menganggap
r, girik, Ipeda
i kepemilikan

kum bagi hak

secara massal tanpa

iy disay yejepe il udwnyo(]

adanya kesu an.sertipikat, dan melakukan

& LI\ S

pembenahan terhadap pe g mengatur tentang pendaftaran

nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

hak atas tanah dengan mencantumkan pasalyan bersifat memaksa yang
memberikan sanksi secara tegas kepada yang tidak mendaftarkan hak

atas tanahnya.
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